
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 

NOTA DINAS  
NOMOR  214/DJPSDKP.2/TU.140/IV/2026 

Yth    : Direktur Jenderal PSDKP 
Dari    : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan 

Lampiran  : 1 (satu) Dokumen 

Hal  : Penyampaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana 
Pengawasan Bulan Maret 2026 

Tanggal  : 05 April 2026  
 

Sehubungan dengan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana 

Pengawasan Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Kinerja Direktorat 

Prasarana dan Sarana Bulan Maret 2026. 

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut, kami 

ucapkan terima kasih. 
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Tembusan: 
1. Sekretaris Ditjen PSDKP 
2. Direktur lingkup Ditjen PSDKP 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Dit. Pencegahan Kortastipidkor Polri
mendampingi kegiatan MFISS sesuai Sprin
Nomor Sprin/101/HUM.5.1/2026 8 Januari 2026

Ruang lingkup pendampingan meliputi tahapan
kegiatan MFISS, mitigasi risiko hukum, dan
kepatuhan regulasi

Mitigasi risiko kegiatan MFISS perlu dilakukan
menyeluruh untuk mencegah permasalahan
hukum
Tindak lanjut Dit. Pencegahan melalui rapat
koordinasi serta pengendalian dan evaluasi
progres pekerjaan di KKP dan galangan kapal

Pembahasan penyusunan SOP Permohonan
Pengajuan Pembayaran MFISS

Telah dilakukan pembahasan finalisasi SK Tim
Pengelola MFISS
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Ditjen Anggaran telah menerbitkan Surat
Pengesahan Revisi Anggaran, sebagai dasar
penerbitan SP3 (Surat Perintah
Pembukuan/Pengesahan) oleh KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah

MARITIME AND FISHERIES INTEGRATED SURVEILLANCE SYSTEM
(MFISS)

MARITIME AND FISHERIES INTEGRATED SURVEILLANCE SYSTEM
(MFISS)

Koordinasi
Pendampingan
Kegiatan MFISS
Koordinasi
Pendampingan
Kegiatan MFISS

Koordinasi
Percepatan
Pembangunan
Kapal Pengawas
Ukuran 70 m

Koordinasi
Percepatan
Pembangunan
Kapal Pengawas
Ukuran 70 m

Koordinasi
Percepatan
Pembangunan
Kapal Pengawas
Ukuran 60 m

Koordinasi
Percepatan
Pembangunan
Kapal Pengawas
Ukuran 60 m

Penyusunan SOP
Pembayaran dan
Finalisasi SK Tim
MFISS

Penyusunan SOP
Pembayaran dan
Finalisasi SK Tim
MFISS

Administrasi
Pembukuan
Pembayaran Uang
Muka Tahun 2025

Administrasi
Pembukuan
Pembayaran Uang
Muka Tahun 2025

Penyiapan prosedur persetujuan
dokumen dan penyesuaian desain GA,
termasuk jendela sesuai MLC (Maritime
Labour Convention).

Superstructure menggunakan alumunium,
tanpa pemasangan dukungan (Mounting)
senjata

Detail bridge dan sistem propulsi/PTO
masih dalam evaluasi.

Spesifikasi utama kapal dan sistem
pendukung telah disepakati yaitu
perubahan mesin dari light menjadi
medium duty.

Cintranaval akan melakukan desain
ulang untuk kebutuhan pipa seachest

PT. Bandar Abadi melakukan persiapan,
koordinasi, dan proses administrasi
kapal.

Throw length (daya sembur) water
cannon sejauh 80 meter dan Sistem
pengoperasian water canon
menggunakan electrical dan joystick

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



3. SOP Pencatatan basis data (data base)  PSP

A20 SOP 
Penyusunan SOP Renduk
20 SOP 
Penyusunan SOP Renduk

10 SOP 
Sudah Validasi
Biro SDMAO KKP

10 SOP 
Sudah Validasi
Biro SDMAO KKP

10 SOP 
on Proses
Verifikasi Ortala
PSDKP

10 SOP 
on Proses
Verifikasi Ortala
PSDKP

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA PENGAWASANPERENCANAAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN

SOP Rencana Induk PengembanganSOP Rencana Induk Pengembangan

1. SOP Pengumpulan Data Prasarana dan Sarana1. SOP Pengumpulan Data Prasarana dan Sarana

2. SOP Inventarisasi prasarana dan sarana pengawasan

4. SOP Analisis perbandingan data hasil inventarisasi dengan standar  

5. SOP Analisis kebutuhan prasarana dan sarana pengawasan

6. SOP Pengkajian dan Pengembangan Kebutuhan Strategi PSP

7. SOP Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan strategi PSP

8. SOP Perencanaan Kebutuhan, Sistem dan Metode, Tata Kelola
9. SOP Pengendalian Pengelolaan Prasarana dan Sarana pengawasan

10. SOP Pemantauan dan Evaluasi Inventarisasi PSP

9 Dokumen Persyaratan Setneg
Setiap usulan pembangunan prasarana
pengawasan wajib memenuhi 9 dokumen
persyaratan dari Sekretariat Negara.

9 Dokumen Persyaratan Setneg
Setiap usulan pembangunan prasarana
pengawasan wajib memenuhi 9 dokumen
persyaratan dari Sekretariat Negara.

B Repositioning: 3 Tahap s.d. 2029
Usulan direposisi menjadi 3 tahap dan perlu
persetujuan serta arahan dari Direktur Jenderal
PSDKP.

Repositioning: 3 Tahap s.d. 2029
Usulan direposisi menjadi 3 tahap dan perlu
persetujuan serta arahan dari Direktur Jenderal
PSDKP.

C

D

Perlu koordinasi dengan Kemenkeu untuk
memastikan apakah kegiatan renovasi
memerlukan persetujuan Setneg.

Perlu koordinasi dengan Kemenkeu untuk
memastikan apakah kegiatan renovasi
memerlukan persetujuan Setneg.

Pembagian Tugas Pemenuhan
Dokumen
Telah dilakukan pembagian tugas antara
Setditjen PSDKP dan Direktorat PSP.

Pembagian Tugas Pemenuhan
Dokumen
Telah dilakukan pembagian tugas antara
Setditjen PSDKP dan Direktorat PSP.

Usulan Kebutuhan PSP 2027Usulan Kebutuhan PSP 2027

Koordinasi Setditjen – KemenkeuKoordinasi Setditjen – Kemenkeu
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MaretMaretJanuariJanuari FebruariFebruari

PENYUSUNAN KEPDIRJEN PENYUSUNAN KEPDIRJEN 

Reviu kriteria teknis sarana pengawasan daratReviu kriteria teknis sarana pengawasan daratReviu kriteria teknis sarana pengawasan darat    Reviu kriteria teknis sarana pengawasan darat 

Perbaikan penandaan sarana pengawasan darat dan airPerbaikan penandaan sarana pengawasan darat dan airPerbaikan penandaan sarana pengawasan darat dan airPerbaikan penandaan sarana pengawasan darat dan air

Konsistensi penulisan sarana pengawasanKonsistensi penulisan sarana pengawasanKonsistensi penulisan sarana pengawasanKonsistensi penulisan sarana pengawasan

Penambahan aturan tentang penandaan saranaPenambahan aturan tentang penandaan saranaPenambahan aturan tentang penandaan sarana
pengawasan darat dan pesawat udarapengawasan darat dan pesawat udarapengawasan darat dan pesawat udara
Penambahan aturan tentang penandaan sarana
pengawasan darat dan pesawat udara

Penyusunan Kepdirjen Standardisasi
Kriteria Teknis Prasarana dan
Sarana Pengawasan
Penyusunan Kepdirjen Standardisasi
Kriteria Teknis Prasarana dan
Sarana Pengawasan

CapaianCapaianCapaianCapaian 70%70%70%70%
(Per Maret 2026)(Per Maret 2026)(Per Maret 2026)(Per Maret 2026)

100%100%100%   
(Triwulan III)(Triwulan III)(Triwulan III)

100% 
(Triwulan III)

TTTTargetargetargetarget

Penghapusan kendaraanPenghapusan kendaraanPenghapusan kendaraan
laboratoriumlaboratoriumlaboratorium

Penghapusan kendaraan
laboratorium

DITJEN PSDKP
DITJEN PSDKP
DITJEN PSDKP
DITJEN PSDKP

DITJENDITJEN
PSDKPPSDKP
DITJENDITJEN

PSDKPPSDKP
DITJEN PSDKPDITJEN PSDKPDITJEN PSDKPDITJEN PSDKP
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: Tual: Tual: Tual: Tual

: Jakarta: Jakarta: Jakarta: Jakarta

Penilaian kesiapan Prasarana Pengawasan dilakukan di Penilaian kesiapan Prasarana Pengawasan dilakukan di Penilaian kesiapan Prasarana Pengawasan dilakukan di 3 UPT Ditjen PSDKP3 UPT Ditjen PSDKP3 UPT Ditjen PSDKP
(Jakarta, Tual, Tahuna)(Jakarta, Tual, Tahuna)(Jakarta, Tual, Tahuna)  dengan cara evaluasi langsung terhadap dengan cara evaluasi langsung terhadap dengan cara evaluasi langsung terhadap
Struktur, Arsitektur, Mekanikal, dan Elektrikal bangunanStruktur, Arsitektur, Mekanikal, dan Elektrikal bangunanStruktur, Arsitektur, Mekanikal, dan Elektrikal bangunan . Nilai total. Nilai total. Nilai total
capaian kesiapan prasarana yang dilakukan pada periode triwulan Icapaian kesiapan prasarana yang dilakukan pada periode triwulan Icapaian kesiapan prasarana yang dilakukan pada periode triwulan I
dengan indeks sebesardengan indeks sebesardengan indeks sebesar  83,38 (Siap) 83,38 (Siap) 83,38 (Siap)

Penilaian kesiapan Prasarana Pengawasan dilakukan di 3 UPT Ditjen PSDKP
(Jakarta, Tual, Tahuna) dengan cara evaluasi langsung terhadap
Struktur, Arsitektur, Mekanikal, dan Elektrikal bangunan. Nilai total
capaian kesiapan prasarana yang dilakukan pada periode triwulan I
dengan indeks sebesar 83,38 (Siap)

: Tahuna: Tahuna: Tahuna: Tahuna

Supervisi dilakukan melalui surat Direktur Prasarana dan SaranaSupervisi dilakukan melalui surat Direktur Prasarana dan SaranaSupervisi dilakukan melalui surat Direktur Prasarana dan Sarana
Pengawasan NPengawasan NPengawasan N o 153/DJPSDKP.2/HP.550/III/2026o 153/DJPSDKP.2/HP.550/III/2026o 153/DJPSDKP.2/HP.550/III/2026  dengan maksud dengan maksud dengan maksud
mempercepat proses lelang konstruksi fisik dan konsultanmempercepat proses lelang konstruksi fisik dan konsultanmempercepat proses lelang konstruksi fisik dan konsultan
pengawas pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padangpengawas pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padangpengawas pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang       

Supervisi dilakukan melalui surat Direktur Prasarana dan Sarana
Pengawasan No 153/DJPSDKP.2/HP.550/III/2026 dengan maksud
mempercepat proses lelang konstruksi fisik dan konsultan
pengawas pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang  

Lokasi UPT yang Dinilai Kesiapan PrasaranaLokasi UPT yang Dinilai Kesiapan PrasaranaLokasi UPT yang Dinilai Kesiapan PrasaranaLokasi UPT yang Dinilai Kesiapan Prasarana

Supervisi PenyediaanPrasarana Pengawasan Supervisi PenyediaanPrasarana Pengawasan 

PENILAIAN KESIAPAN DAN SUPERVISI PENYEDIAAN PRASARANA
PENGAWASAN

PENILAIAN KESIAPAN DAN SUPERVISI PENYEDIAAN PRASARANA
PENGAWASAN

Penilaian Kesiapan Prasarana
Pengawasan TW I TA 2026
Penilaian Kesiapan Prasarana
Pengawasan TW I TA 2026

Percepatan Percepatan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)  konstruksi dan konstruksi dan konstruksi dan
konsultan pengawas mulai konsultan pengawas mulai konsultan pengawas mulai Maret 2026Maret 2026Maret 2026  melalui  melalui  melalui koordinasi aktifkoordinasi aktifkoordinasi aktif
dan dan dan pemenuhan persyaratanpemenuhan persyaratanpemenuhan persyaratan , dengan optimalisasi anggaran, dengan optimalisasi anggaran, dengan optimalisasi anggaran
serta monitoring berkala tanpa mengurangi kualitas.serta monitoring berkala tanpa mengurangi kualitas.serta monitoring berkala tanpa mengurangi kualitas.

Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) konstruksi dan
konsultan pengawas mulai Maret 2026 melalui koordinasi aktif
dan pemenuhan persyaratan, dengan optimalisasi anggaran
serta monitoring berkala tanpa mengurangi kualitas.

Kondisi Gedung Kantor Eksisting SatwasKondisi Gedung Kantor Eksisting SatwasKondisi Gedung Kantor Eksisting Satwas
SDKP PadangSDKP PadangSDKP Padang

Kondisi Gedung Kantor Eksisting Satwas
SDKP Padang

Rencana Renovasi Gedung KantorRencana Renovasi Gedung KantorRencana Renovasi Gedung Kantor       SatwasSatwasSatwas
SDKP PadangSDKP PadangSDKP Padang

Rencana Renovasi Gedung Kantor  Satwas
SDKP Padang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Kendari

Bandung

Jakarta

Pembinaan Pokmaswas dan Sosialisasi
Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2025 di Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembinaan Pokmaswas di Dinas KP Provinsi
Jawa Barat dan Pokmaswas Mina Sari

Pembinaan Pokmaswas bersama Pangkalan
PSDKP Jakarta, dan Dinas KP Prov. Lampung,
Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

04. PENCETAKAN 600 KTA POKMASWAS

03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL
KEAMANAN, KESELAMATAN DAN PENEGAKAN
HUKUM (JAKNAS KKPH) JILID II  2027-2031

02. PENYUSUNAN PERUBAHAN KEPMEN KP NO. 58
TAHUN 2001
Telah dilakukan reviu hingga BAB VIII PENUTUP
bersama Pokja.

PENGUATAN KEBIJAKAN DAN
SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS 

PENGUATAN KEBIJAKAN DAN
SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS 

01. SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS
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Kerja Sama antara
Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Jepang
di Bidang Kelautan

Kerja Sama antara
Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Jepang
di Bidang Kelautan

Dukungan mesin diesel  kapal dan
pembangkit listrik

Perkembangan Kerja Sama dengan JICAPerkembangan Kerja Sama dengan JICAPerkembangan Kerja Sama dengan JICAPerkembangan Kerja Sama dengan JICA

Presentasi Produk Vulkan
PT. Bathi Arta Teknik

Presentasi Produk Vulkan
PT. Bathi Arta Teknik

The Project for Development of Marine and Fisheries
Surveillance Infrastructure Plan 

Pembangunan Pasar Ikan di Natuna

Proposal hibah Kapal Latih untuk BPPSDMKP
sesuai mekanisme hibah KP Orca 05 dan 06

Perkembangan The Project for Development of
Marine and Fisheries Surveillance Infrastructure Plan

oleh Ditjen PSDKP

Menghasilkan:

KERJASAMA DAN PENGENALAN PRODUKKERJASAMA DAN PENGENALAN PRODUK

Katalog Produk

Rencana mengundang Tim Teknis satelit
SAR Jepang untuk memahami
spesifikasi sistem satelit dalam rangka
kegiatan uji coba.

Rencana mengundang Tim Teknis satelit
SAR Jepang untuk memahami
spesifikasi sistem satelit dalam rangka
kegiatan uji coba.
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